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Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

Perumahan masih menjadi fokus pemerintah pada pemerintahan periode yang baru ini. Program
3 Juta Rumah merupakan program yang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya
pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Mengaca dari program perumahan pada
pemerintahan sebelumnya yakni Program Satu Juta Rumah yang baru berhasil mencapai target pada
tahun keempat berjalannyaprogramtersebut. BebanAPBN terasa akan lebih berat apabilamelihat dari
program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan IKN serta program ini dijalankan. Komisi IV DPR
RI perlu memberi perhatian agar program ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Sinergitas antar
stakeholders menjadikuncikeberhasilan dariprogram 3jutarumah. Selainitu, Komisi VIl DPR Rl dapat
melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan
untuk graduasi penerima manfaat program 3 Juta Rumah dari program bantuan sosial lainnya.

Indonesia berkomitmen pada SDGs dan lingkungan lestari, namun pengelolaan sampah rumah
tangga masih jauh dari optimal. Volume sampah terus meningkat, pengelolaan sampah yang belum
efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah, serta kebijakan
yang belum optimal menjadi permasalahan yang harus diatasi segera. Kajian ini bertujuan untuk
menganalisis tantangan dan potensi manfaat optimalisasi pengelolaan sampah di Indonesia.
Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain: kebijakan
dan investasi yang masih tertinggal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam
mengelola sampah, terdapat gap antara capaian dengan target RPIJMN 2020-2024 terkait akses
penanganan dan akses pengurangan dalam pengelolaan sampah, dan keterbatasan anggaran.
Penguatan kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan lestari demi
kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan oleh Pemerintah perlu didukung dengan pelaksanaan
fungsi pengawasan maupun anggaran oleh Komisi XIl dan Komisi V DPR RI.

Kritik/Saran

http://pa3kn.dpr.go.id/kontak

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id

Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji

Pemberdayaan Industri Kecil dan
Menengaah (IKM)
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Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

Orlando Raka Bestianta*)

Abstrak

Perumahan masih menjadi fokus pemerintah pada pemerintahan periode yang baru ini. Program
3 Juta Rumah merupakan program yang menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya
pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Mengaca dari program perumahan pada
pemerintahan sebelumnya yakni Program Satu Juta Rumah yang baru berhasil mencapai target pada
tahun keempatberjalannyaprogramtersebut. Beban APBN terasa akan lebih beratapabila melihat dari
program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan IKN serta program ini dijalankan. Komisi IV DPR
RI perlu memberi perhatian agar program ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Sinergitas antar
stakeholders menjadikuncikeberhasilan dariprogram 3jutarumah. Selainitu, Komisi VIIIDPR Rl dapat
melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Penanganan Kemiskinan
untuk graduasi penerima manfaat program 3 Juta Rumah dari program bantuan sosial lainnya.

Republik Indonesia 1945 yang

berbunyi “Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggaldan mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”, sangatjelas bahwa
mandat tersebut merupakan penegasan
bahwa kesejahteraan masyarakat, tempat
tinggal yang layak, dan lingkungan yang
baik dan sehat merupakan hak dasar
bagi setiap manusia. Namun, mandat
tersebut sampai sekarang belum mampu
terpenuhi yang ditandai dengan masih
adanya angka backlog perumahan.
Backlog perumahan sampai sekarang
juga belum dapat ditangani dengan baik.
Data dari Badan Pusat Statistik dan
Kementerian PUPR yang dihimpun dalam
Laporan Khusus Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Ul
pada 2024, menunjukkan bahwa angka
backlog kepemilikan rumah di Indonesia
mencapai 12,7 juta unit pada tahun 2023.
(Purwanti, 2025)

Melihat dari tingginya angka backlog
perumahan dan sesuai mandat Pasal
28H UUD NRI 1945, pemerintah akan
merealisasikan program 3 juta rumah
pada tahun kedua pemerintahannya. Hal
tersebut tertuang pada dokumen visi misi

Pasal 28H Undang-Undang Negara

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming yang diturunkan
pada Asta Cita ke 6. Tentu ini menjadi
angin segar bagi masyarakat di Indonesia,
terlebih bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Program tersebut dibagi
menjadi 2 fokus yakni perdesaan dan
perkotaan. Wilayah perdesaan menjadi
fokus utama pembangunan yakni dengan
target dua juta rumah terbangun dan satu
juta terbangun di wilayah perkotaan.

Pemerintah telah menetapkan program
perumahan dalam program prioritas
utama bersamaan dengan program
lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,
ketahanan pangan, ketahanan energi
dan pertahanan keamanan. Masuknya
perumahan sebagai prioritas utama
menjadi bukti nyata bahwa pemerintah
menaruh harapan besar pada penanganan
backlog di Indonesia, dalam lingkup yang
lebih luas pemerintah menaruh perhatian
lebih pada penanganan kemiskinan di
Indonesia.

Berkaca dari Program Sejuta Rumah

Pemerintah sebelumnya telah memiliki
program yang berfokus pada penyediaan
perumahan baik bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) ataupun
non-MBR. Capaian Program Sejuta

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setien DPR RI.
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Gambar 1. Capaian Program Sejuta Rumah Tahun 2015-2022
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Sumber: Kementerian PUPR, (2024).

Rumah mencatatkan tren positif dengan
ditandai adanya peningkatan realisasi
pada tiap tahunnya, begitu juga pada
pos realisasi penyediaan rumah bagi
MBR (Gambar 1). Namun program ini
sepenuhnya mencapai target satu juta
rumah terbangun pada tahun keempat
berjalannya pemerintahan.

Pada tahun 2020 sempat mengalami
penurunan capaian realisasi penyediaan
rumah mengingat adanya pandemi
Covid-19,namunmengalamipertumbuhan
kembali pada tahun-tahun berikutnya.
Hingga akhir periode berjalannya
program ini, capaian penyediaan rumah
yang melampaui satu juta rumah hanya
ada pada tahun 2018, 2019, 2021, 2022,
2023, dan 2024. Berjalannya dari program
ini salah satunya merupakan bentuk
kerjasama antara Pemerintah Indonesia
dengan World Bank dalam pembiayaan
program Sejuta Rumah.

Hal penting yang harus menjadi sorotan
penting adalah bukan keberhasilan
pemerintah membangun seberapa
banyak rumah untuk masyarakat. Ketika
rumah terbangun, pekerjaan rumah
pemerintah berikutnya adalah bagaimana
kemudian memastikan masyarakat mau
untuk menetap dan bertempat tinggal di
wilayah yang telah dibangun. Faktanya,
ada wilayah perumahan yang dibangun
pemerintahtidakditempatiolehmasyarakat
dan menjadi terbengkalai. Salah satunya,
ada di perumahan subsidi Villa Kencana
Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Terbengkalainya atau tingkat ‘okupansi’

yang rendah menjadikan isu lingkungan
dan pergeseran lahan untuk wilayah
perumahan dan permukiman menjadi
disayangkan.

Penentuan lokasi harus  menjadi
perhatian Program 3 Juta Rumah apabila
dilihat dari Program Sejuta Rumah yang
telah berjalan. Lokasi menjadi salah satu
faktor penting bagi seseorang untuk
mau untuk bertempat tinggal pada suatu
kawasan perumahan disamping harga
yang terjangkau, karena lokasi ini akan
berpengaruh pada faktor keterjangkauan
terkait mobilitas dalam akses ke tempat
kerja ataupun akses ke fasilitas umum
seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas
umum lainnya. Kawasan perumahan
yang terintegrasi dengan baik dengan
fasilitas lainnya akan menjadi daya tarik
tersendiri bagi masyarakat untuk mau
terus menetap dan bertempat tinggal di
kawasan tersebut. Target pemenuhan
okupansi perumahan dengan sendirinya
akan mengurangi sasaran pemerintah
dalam pengurangan angka backlog
perumahan yang sejati, dengan demikian
roh dari pengurangan backlog perumahan
akan selaras dengan pemenuhan
okupansi  dalam  suatu  kawasan
perumahan tidak lagi berbicara tentang
pengurangan backlog kepemilikan
rumah. Hal tersebut yang harus menjadi
perhatian khusus apabila program 3
Juta Rumah akan berjalan nantinya.
Perencanaan yang matang misalnyamulai
dari indikator target penerima manfaat
hingga penentuan lokasi pembangunan
perumahan. Apabila memang tidak
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dimungkinkan untuk dibangun kawasan
perumahan maka bisa saja dialihkan
untuk pembangunan program prioritas
lainnya seperti ketahanan pangan.

Catatan Kritis Program 3 Juta Rumah

Saat ini, pemerintah sedang dihadapkan
dengan angka backlog pada tahun 2023
sebesar 12,7 juta rumah. Program ini
direncanakan akan dijalankan per tahun,
artinya selama 5 tahun mendatang,
pemerintah jika realisasinya terus on
track maka akan ada 15 juta rumah
yang terbangun, 5 juta rumah di wilayah
perkotaan dan 10 juta rumah di wilayah
pedesaan. Apabila dilihat dari proyeksi
rumah terbangun dengan angka backlog
maka akan terjadi surplus perumahan, hal
tersebut akan menjadi oversupply pada
sektor perumahan di Indonesia sehingga
dapat menjadi bumerang bagi industri
properti dalam negeri.

Salah satu faktor terbesar pembentukan
harga jual properti adalah harga lahan.

disisi lain pemerintah juga membutuhkan
lahan untuk pembangunan food estate.
Keterbatasan lahan iniakan menyebabkan
tidak mampunya sisi penawaran
mengimbangi sisi permintaan pada sektor
perumahan hingga menjadikan harga
perumahan terus mengalami kenaikan.

Penulis mencoba menghitung bagaimana
beban yang harus ditanggung APBN
jika program ini dijalankan. Perhitungan
dilakukan dengan mempertimbangkan
harga properti yang terus mengalami
kenaikan. Maka dari itu penulis
menggunakan Indeks Harga Properti
Residensial (IHPR) keluaran dari Bank
Indonesia yang dilakukan secara
triwulanan sebagai acuan peningkatan
harga dari properti. IHPR yang digunakan
adalah rilisan periode triwulan | 2022
hingga triwulan Il 2024. Rata-rata IHPR
pada periode tersebut adalah 1,81 persen.

Pemerintah melalui Satgas Perumahan
menyatakan bahwa akan memberikan

Padahal pembangunan 3 juta rumah per SRU %Sc')g' oo%engp%?gﬂ dgrn%%rran nsoerlr;rr:g
tahun maka akan berimplikasi mengurangi poL®. P gp o
T . 25 tahun. Dengan demikian maka
luasan lahan yang tersedia di Indonesia,
Tabel 1. Estimasi Total Beban APBN berdasarkan Angkatan

Tahun Gelombanzl Gelombans Il Gelombanglll Gelombans IV GelombansV Totzl Behan AFBN
2005 | Rl S00.00CLT00 D00 - - - - IRl EC0.000. 000000
2006 | Rodd 9o TS 454 545 - FipdS 985 450 908 050
2007 | Rp2ld 3|OSSSTLT T Rp22 300 S T 10T - Rged 171757241 322
2008 | Ro2? TS 6MTIS 613 o2 TO6 68 TEA6 13 Fo2? o6 68 T35613 FipSl 156 715 SOG4 445
2009 g5 20 IEE06 980 g 0L 125 S0 ol Ra222 10 128 50aad g5 20 IDE G0 9ER | Rplla S0 a2 0G4 E1D
2060 | RodS 631 07Soon Ro23E3] O7s o0 405 Ro2SE3] OF oea 430 FaZ5 651 075968 400 | RpllE1 S0 S EET 135
2051 | Rp2d 0SREETTIS TED Rp2 4008 557 725780 Fg24 0o0EE 7. 725 780 | Rpl2(ooE 285 eRRaR
2062 | Fodd 486002 407 260 Ro24 408 013 07 el FoZ4 496012 477 260 | Rpla 480 080 I56507
2053 | FRp24 S0 B LDIE 383 Fp2l D 2R L DI 383 | Rpl2dTOL 405 081415
2064 | RpdS S50 S0T03L Fig2S, 300 S0 004 Fpl>5o06s 065 10a oSy
0G5 Rp25 BEE ISA5TR 613 RplS BEE I3 M6 613 | Rpleooet EE3 EER0ET
2065 | RpdE 300 DAEA4E0 T Fa3e323 CIE 482 707 Ro2E 320 D18 452 707 Fo26 500 016 462 707 | RplSLe30 080 SIS 556
2057 | FRp2E 750 400161 190 MG 798 404161 190 R 7o8 404161 190 RipdE 700400 161 190 | Rpl3390y 000 805950
20GE | Rodl 385 447000 208 o2 RS A7 o00 IO o2 TS A7 QDD Do Ro2 7388 A7 a0 a8 Fall 355447900 255 | Rploa437. 250 501470
20659 | RpZ TROLADGT0A 36 27780 306. 705356 Rp2 7. 780306 05356 RpZ7r 780306 705 306 | Rpl3E0nl 555 569
2040 | FpdE 284 140440 T34 SZEIEA 140 e TR Fo2E3E4 140 073 | Roaf 38 140 440 754 | Rpld 14230 700 JEE72
2041 Rp 26 797111 906 073 FE TS 111 S060T3 RpZ& o7 111 906073 Rp2E 707 111 906073 | Rpld298s 550 S30365
2047 Rp29 319 386790 778 1 Rp29319 386 790 378 Fio20 310 585 700 778 | RpldS 508 SRS oob 300
2043 | Rp2S BE1 1S3.R50 846G 1 133 BEQBES Rp29 851 133 858865 Fp20 BE1 I35 BE0 A | RpldS0SE S50 300 305
204 | Rp30 350 SR RTE 506 Rp30300 S0d RTAS0E Rp30-300 53 FFAS06 Fo30 300 50 EFE 506 | RplSioel &3 300 506
2045 Fip-30 S5 T 6L 529 Rp30iSuls 754 761529 Rp30sui 751 761529 Fp3l Sl 75 TEL 529 | RplSdl TIE 675 8076
205 | Rp3l 50d el 1 SET 451 Rp31 504 Sl SRT A3 Rp3 1504 Sl SRTA31 FoEl S04 5d] 557 431 | RplSisad ARS8y 155
27T | Fpdd TG ING66L 406 Rig3076 306 56l 406 FpiZ 0B D0 G54 406 [PRpISOSEE EES SIS
2R | Fp3 G558 07A5ER 07 Rip3 2558, 00 SRR Q07 Rp33 658 0 SERQOT Rip 322558 (0] 55RO FoiZ 658 074 S5 907 | Rphes ool S Sl 556
209 | Rp3d 2500303306 315 Rp3 3 #50 FEAE315 Rp35 250 IE.A0E515 Rp33d 50 T3 AN5315 Rp3G 2500373306, 315 886 SPESTS
2050 Fip35 55,414 166 625 Rp3 3853 414 166 635 Rp33853 414 166635 Rp35 853414 166 635
2051 Rg3d 452 711531078 Rp3d 482 71 Rp3l 453 71153 078 | Rpla7aal 846084310
253 - Rg35 106 1 1061 : | RpdDS53d 307 S48 175
2053 Rp35 741 83658502132 Fp35 T ERSERLZT | RpFl 4880671 G600 455
2064 Rod6 386117 7o o0 | ikest See 0 S oo
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beban pada tahun pertama program ini
berjalan adalah sebesar Rp21,6 triliun.
Kemudian pada tahun kedua berjalannya
program ini maka Rp21,6 triliun dikalikan
dengan rata-rata IHPR yakni 1,81 persen
sehingga tahun kedua berjalannya
program ini, APBN akan terbebani Rp21,9
triliun ditambah dengan gelombang kedua
penyaluran program ini berjalan dengan
nilai yang sama. Dengan demikian pada
tahun kedua berjalannya program akan
membebani APBN sebesar Rp43,98
triliun. Skema tersebut sudah dihitung
dengan rigid pada Tabel 1.

Beban APBN terberat mulai pada tahun
kelima program ini berjalan sebesar
Rp116,05 triliun. Puncak beban APBN
untuk pembiayaan program ini adalah
pada tahun 2050 dengan total beban
Rp169,25 triliun. Pada kolom Total Beban
APBN Tabel 1, semakin merah warna
selnya menggambarkan beban vyang
makin berat. Secara grafik, beban APBN
pada program 3 Juta Rumah dapat dilihat
pada Gambar 2.

Pemerintah juga perlu memastikan siapa
saja penerima manfaat dari program
ini. Tanggungjawab tersebut dapat
diserahkan kepada Badan Percepatan

Pengentasan Kemiskinan. Badan
Percepatan Pengentasan Kemiskinan
masih punya cukup waktu untuk

Gambar 2. Grafik beban APBN

Ap2aaa

Sumber: Penulis,

melakukan survei dalam menentukan
masyarakat mana yang akan menikmati
manfaat dari Program 3 Juta Rumah ini.

Rekomendasi

Pemerintah perlu memperhatikan dengan
baik bagaimanapembiayaan bagi Program
3 Juta Rumah, melihat ada beban berat
yang harus dipikul yakni terkait dengan
Program Makan Bergizi Gratis dan juga
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Disisi
lain, Komisi VI DPR RI perlu memastikan
bahwa program ini dapat berjalan dengan
baik, juga dapat memperkuat sinergitas
antar stakeholders seperti Kementerian
Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/
BPN dalam memastikan ketersediaan
lahan yang cocok untuk program ini,
juga Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan dalam rangka memastikan
masyarakat mana yang termasuk dalam
kelompok MBR, serta sektor perbankan
sebagai penyalur bantuan  subsidi
perumahan. Sinergitas yang diharapkan
dapat menjadikan bantuan subsidi ini
tepat sasaran dan juga dapat mencukupi
tingkat okupansi perumahan dengan
baik. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga
dapat melakukan komunikasi antara
Kementerian Sosial dengan Badan
Percepatan Pengentasan Kemiskinan,
dimana akan lebih bijak lagi apabila

masyarakat yang menjadi penerima
pada Program 3 Juta Rumah
_-'—F""f
RpJ&. 33
2025, (diolah).
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manfaat dari Program 2 Juta Rumah ini
akan di graduasi dari penerima manfaat
bantuan sosial yang lain, sehingga
anggaran yang menjalankan fungsi
perlindungan sosial dapat dinikmati
masyarakat lainnya.
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Urgensi Komitmen Optimalisasi
Pengelolaan Sampah Indonesia

Mutiara Shinta Andini*)

Abstrak

Indonesia berkomitmen pada SDGs dan lingkungan lestari, namun pengelolaan sampah rumah
tangga masih jauh dari optimal. Volume sampah terus meningkat, pengelolaan sampah yang belum
efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemerintah, serta kebijakan
yang belum optimal menjadi permasalahan yang harus diatasi segera. Kajian ini bertujuan untuk
menganalisis tantangan dan potensi manfaat optimalisasi pengelolaan sampah di Indonesia.
Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain: kebijakan
dan investasi yang masih tertinggal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam
mengelola sampah, terdapat gap antara capaian dengan target RPIJMN 2020-2024 terkait akses
penanganan dan akses pengurangan dalam pengelolaan sampah, dan keterbatasan anggaran.
Diperlukan langkah konkret, seperti penguatan edukasi, peningkatan anggaran infrastruktur
pengelolaan sampah, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan
kebijakan dan program pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan lestari demi kehidupan
yang lebih baik dan berkelanjutan oleh Pemerintah perlu didukung dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan maupun anggaran oleh Komisi Xl dan Komisi V DPR RI.

sampah melalui industri pengelolaan
sampah dan ekonomi sirkular didukung
secara optimal. Indonesia merupakan
salah satu negara penghasil sampah
terbesar di dunia. Berdasarkan data dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), pada tahun 2024,
Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta
ton sampah per tahun, dengan komposisi
dominan berupa sampah sisa makanan
39,12 persen, plastik 19,52 persen, kayu/
ranting 12,52 persen, kertas 11,32 persen,
dan sisanya terdiri dari logam, kaca, dan
bahan lainnya. Sedangkan berdasarkan
sumbernya, rumah tangga masih menjadi
penyumbang sampah terbesar sebesar
54,34 persen.

telah  menjadi  prioritas  dengan

menekankan pentingnya pembangunan
berkelanjutan yang inklusif dan ramah
lingkungan, termasuk  pengelolaan
sampah dan pengendalian pencemaran
yang secara khusus ditentukan dalam
dokumen perencanaan pembangunan
nasional, seperti Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024, 2025-2029 dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025. Target pengurangan sampah
sebesar 30 persen dan penanganan
sampah sebesar 70 persen pada tahun
2025 selaras dengan tujuan 12 (Konsumsi

Isu lingkungan dan perubahan iklim

dan  Produksi yang Bertanggung

Jawab) dalam tujuan Pembangunan Berdasarkan data Survei Kesehatan
Berkelanjutan (Sustainable Development |ndonesia (SKI) yang dilaksanakan
Goals/SDGs) yang spesifik mendorong Kementerian Kesehatan tahun 2023,

pengelolaan sampah yang berkelanjutan
dan mengurangi limbah melalui daur
ulang dan penggunaan kembali.

Kondisi sampah di Indonesia hingga
tahun 2025 menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan, dengan volume
sampah yang terus meningkat dan
potensi dampak bencana yang semakin
serius, namun sekaligus memiliki potensi
ekonomi yang besar jika penanganan

hanya sekitar 55 persen sampah yang
terkelola dengan baik, sementara sisanya
berakhir di tempat pembuangan akhir
(TPA) atau dibuang sembarangan ke
sungai dan laut. Proyeksi ke depan
menunjukkan bahwa volume sampah di
Indonesia akan terus meningkat seiring
dengan pertumbuhan penduduk dan
urbanisasi. Pada tahun 2025, diperkirakan
Indonesia akan menghasilkan sekitar

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setien DPR RI.



Gambar 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis
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70 juta ton sampah per tahun. Jika
tidak ada intervensi kebijakan yang
signifikan, masalah sampah ini akan
semakin memburuk dan berdampak pada
lingkungan, kesehatan masyarakat, dan
ekonomi (BAPPENAS, 2024). Melihat
perkembangan  kondisi  pengelolaan
sampah di Indonesia, artikel ini mencoba
untuk membahas bagaimana Tantangan
dan Potensi Manfaat Optimalisasi
Pengelolaan Sampah di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Kesehatan
Indonesia (SKI) yang dilaksanakan
Kementerian Kesehatan tahun 2023,
hanya sekitar 55 persen sampah yang
terkelola dengan baik, sementara sisanya
berakhir di tempat pembuangan akhir
(TPA) atau dibuang sembarangan ke
sungai dan laut. Proyeksi ke depan
menunjukkan bahwa volume sampah di
Indonesia akan terus meningkat seiring
dengan pertumbuhan penduduk dan
urbanisasi. Pada tahun 2025, diperkirakan

Indonesia akan menghasilkan sekitar
70 juta ton sampah per tahun. Jika
tidak ada intervensi kebijakan yang
signifikan, masalah sampah ini akan
semakin memburuk dan berdampak pada
lingkungan, kesehatan masyarakat, dan
ekonomi (BAPPENAS, 2024). Melihat
perkembangan  kondisi  pengelolaan
sampah di Indonesia, artikel ini mencoba
untuk membahas bagaimana Tantangan
dan Potensi Manfaat Optimalisasi
Pengelolaan Sampah di Indonesia.

Tantangan dan Potensi Manfaat
Optimalisasi Pengelolaan Sampah di
Indonesia

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan
Sampah (IKPS) Indonesia pada RPJMN
2020-2024 mencapai 52,64  poin
pada 2023, jauh dari target 67 poin,
mencerminkan  kesenjangan  dalam
pengelolaan sampah yang optimal. Dari
total 33,74 juta ton sampah per tahun,
hanya 49,07 persen yang terkelola,



sementara sisanya berakhir di TPA
dengan sistem open dumping (KLHK,
2024). Sebanyak 4 juta ton sampah per
tahun hanya 7 persen yang didaur ulang,
dan 69 persen berakhir di TPA pada 45
kota besar. Pengelolaan sampah masih
didominasi metode kumpul-angkut-buang,
dengan pengurangan sampah hanya
14,35 persen pada 2023, sementara
proyeksi sampah pada 2045 diperkirakan
mencapai 82,2 juta ton. Dari total sampah
yang dihasilkan, hanya sebagian kecil
yang didaur ulang (11 persen) atau diolah
(1 persen), dengan sebagian besar
lainnya dibakar atau bocor ke lingkungan
(Bappenas, 2024). Perbandingan tingkat
daur ulang sampah di Indonesia dengan
negara lain juga masih sangat tertinggal
berdasarkan data Environmental
Performance Index (EPI) tahun 2022
dengan capaian yang hanya baru 11
persen berbeda jauh jika dibandingkan
dengan: Korea Selatan 67,1 persen;
Islandia 55,5 persen; Australia 52,9
persen; Singapura 60 persen; dan Brunei
15 persen United Nations Environment
Programme (UNEP, 2017).

Gambar 2. Capaian Rumah Tannga dengan Akses
Sampah yang Terkelola dengan

aik di Perkotaan
Penanganan [RT)
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Berdasarkan Gambar 2 dapat terlihat
bahwa capaian di perkotaan menunjukkan
45,38 persen rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan pengelolaan
sampah yang memadai, dengan sebagian
besar sampah tidak dikelola dengan baik,
dibakar, atau dibuang sembarangan.
Hal ini menunjukkan masih terdapat gap
antara capaian dengan target RPJMN

2020-2024 yang menargetkan 80 persen
akses penanganan dan 20 persen akses
pengurangan dalam pengelolaan sampah
dengan secara khusus terjadi gap akses
penanganan sebesar 34,62 persen, gap
akses pengurangan sebesar 18,98 persen
(BAPPENAS, 2024).

Sampah yang tidak terkelola dengan
baik dapat memicu berbagai bencana
lingkungan, seperti banjir akibat saluran
air yang tersumbat, longsor di TPA
yang tidak terkelola dengan baik, serta
pencemaran laut akibat limbah plastik.
Contoh nyata adalah banjir di Jakarta pada
tahun 2020 yang diperparah oleh sampah
yang menyumbat drainase dan tragedi
longsor di TPA Leuwigajah, Cimahi, pada
tahun 2005 yang menewaskan lebih
dari 140 orang. Selain itu, Indonesia
merupakan penyumbang sampah plastik
ke laut terbesar kedua di dunia dengan
estimasi 0,48-1,29 juta ton per tahun.
Sampah organik yang terdegradasi di
TPA juga menghasilkan emisi gas metana
(CH,), yang memiliki dampak pemanasan
global 28 kali lebih besar daripada karbon
dioksida (IPCC, 2021).

Terdapat beberapa tantangan utama
dalam implementasi kebijakan
pengelolaan sampah di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar adalah
pola pikir dan kebiasaan masyarakat
yang masih buruk dalam pengelolaan
sampah. Survei KLHK menunjukkan
bahwa hanya sekitar 30 persen rumah
tangga yang secara konsisten memilah
sampah, meskipun telah ada program
seperti Gerakan Nasional Pilah Sampah
dari Rumah, masih banyak masyarakat
masih menganggap pengelolaan sampah
sebagai tanggung jawab pemerintah
semata, bukan  tanggung jawab
bersama. Survei GoodStats tahun 2024
menemukan bahwa 37 persen responden
masih membuang sampah tanpa
memilahnya terlebih dahulu, dengan
alasan utama bahwa proses pemilahan
terlalu merepotkan (55,1 persen) atau
menganggap tugas tersebut akan
dilakukan oleh petugas sampah (16,2
persen).
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Selain kendala pola pikir masyarakat,
keterbatasan anggaran juga menjadi
hambatan utama. Anggaran pengelolaan
sampah di Indonesia hanya sekitar 0,1
persen dari APBN, jauh lebih rendah
dibandingkan negara-negara maju seperti
Jepang dan Jerman yang mengalokasikan
1-2 persen dari APBN mereka. Rata-rata
alokasi anggaran untuk pengelolaan
sampah di 60 kabupaten/kota di Indonesia
hanya Rp26.136 per kapita per tahun,
jauh di bawah standar internasional
sebesar Rp212.535-Rp283.380 per
kapita per tahun (BAPPENAS, 2024).
Penganggaran pengelolaan  sampah
di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan. Dari total kebutuhan Rp62,95
triliun dalam RPJMN 2020-2024, realisasi
APBN hanya mencapai 12 persen
(Rp7,66 triliun), jauh di bawah target 55
persen APBN.

Dana persampahan juga masuk dalam
satuan DAK sanitasi, menyebabkan
prioritas lebih pada sektor air limbah.
Alokasi anggaran pengelolaan sampah
di Kementerian PUPR hanya sekitar 22
persen dari total anggaran Direktorat
Sanitasi, sementara APBD kabupaten/
kota rata-rata hanya 0,50 persen, jauh
dari standar internasional. Rendahnya
anggaran dipicu oleh belum masuknya
pengelolaan sampah dalam Standar
Pelayanan Minimum (SPM) serta tumpang
tindih kewenangan antara Kementerian
PUPR dan KLHK. Ke depan, diperlukan
peningkatan anggaran, kejelasan
kewenangan, dan strategi terpadu untuk
mencapai target pengelolaan sampah
yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kurangnya anggaran ini menyebabkan
infrastruktur pengelolaan sampah yang
tidak memadai, dengan banyaknya
TPA yang sudah overcapacity dan tidak
dikelola secara profesional. Regulasi
yang tidak konsisten juga menjadi
permasalahan utama. Meskipun Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah telah menargetkan
pengurangan sampah sebesar 30 persen
dan penanganan sampah sebesar 70
persen pada tahun 2025, banyak daerah
yang masih kesulitan memenuhi target
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ini. Beberapa daerah telah menerapkan
larangan plastik sekali pakai, seperti
Bali dan Jakarta, tetapi implementasi
kebijakan ini masih lemah karena
kurangnya pengawasan dan sanksi yang
tegas.

Berdasarkan literatur, negara-negara
berkembang menghadapi tantangan
serupa dalam pengelolaan sampah,
termasuk cakupan layanan yang tidak
memadai, daur ulang yang terbatas, serta
kapasitas TPA yang tidak mencukupi
(Elnaas et al., 2014). Oleh karena itu,
pendekatan ekonomi sirkular yang
berfokus pada pengurangan, penggunaan
kembali, dan daur ulang limbah perlu
terus dikembangkan. Selain itu, strategi
simbiosis industri, yang memungkinkan
pertukaran bahan limbah antar industri,
dapat menjadi solusi efektif dalam
pemanfaatan limbah (Boom Céarcamo &
Pefiabaena-Niebles, 2022). Menerapkan
pengelolaan  sampah yang lebih
efektif, diperlukan reformasi kebijakan,
peningkatan alokasi anggaran, serta
sinkronisasi data dan sistem informasi
persampahan yang transparan dan
dapat diakses oleh berbagai pemangku
kepentingan.

Pengelolaan sampah memiliki potensi
ekonomi yang signifikan melalui industri
daur ulang dan penerapan ekonomi
sirkular, jika dikelola dengan balik.
Industri daur ulang plastik di Indonesia
telah menyerap ribuan tenaga kerja dan
menghasilkan produk bernilai tinggi,
seperti bijih plastik dan tekstil daur ulang,
dengan potensi nilai tambah mencapai
Rpl0 triliun per tahun (Kementerian
Perindustrian, 2021). Selain itu,
pengolahan sampah organik dapat
menghasilkan energi terbarukan, seperti
biogas, dengan potensi energi yang
diperkirakan mencapai 2.100 MW (Paiton
energy, 2025). Bahkan, potensi ekonomi
sirkular di Indonesia secara keseluruhan
diperkirakan mencapai Rp638 triliun per
tahun (UNDP, 2022).

Bappenas sebagai salah satu pemangku
kebijakan yang turut  berkontribusi
dalam mendukung ketercapaian target



Tabel 1. Ringkasan Rekomendasi Strategi dan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah BAPPENAS

TARGET PENGELOLAAN
SAMPAH 2045

1. 100 rumah
tangga mendapat
layanan pengumpulan.

2. 90 persen sampah
terolah di fasilitas
pengolahan, dengan 35
persen didaur ulang dan
55 persen melalui
pemulihan material dan
energi.

persen

. Pemutakhiran

. Pembangunan

RUMUSAN LANGKAH
STRATEGIS

SPM  agar
pengelolaan sampah masuk
dalam layanan dasar wajib.

. Penataan kewenangan antara

PUPR  (infrastruktur) dan
KLHK (pengawasan).

infrastruktur
(TPS3R, TPST, dan bank
sampah) dengan kebutuhan

Rpl31.9 triliun.

REKOMENDASI
REFORMASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH

1. Revisi UU Pengelolaan
Sampah dengan integrasi
ekonomi sirkular dan
teknologi Waste to Energy.

2. Reformasi kebijakan
persampahan untuk
mendukung penurunan
stunting di 12 provinsi
priaritas.

3. Penguatan pengawasan

3. 10 persen residu sampah | 4. Penguatan regulasi terkait dengan sistem informasi
diolah melalui Landfill plastik sekali pakai dan insentif persampahan yang
Upgrading and bagi industri daur ulang. terintegrasi.

Reclamation (LUR). . Edukasi dan perubahan | 4. Peningkatan alokasi
perilaku  masyarakat dalam anggaran, insentif fiskal, dan
memilah  dan mengelola dukungan APEN/APBD bagi
sampabh. program persampahan.

6. Kolaborasi multi-stakeholder
melibatkan pemerintah,

swasta, dan masyarakat.

Sumber: Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas (2024), diolah.

pengelolaan  sampah 2045 telah
merumuskan transformasi pengelolaan
sampah di Indonesia. Rumusan ini

diharapkan dapat menciptakan sistem
pengelolaan sampah yang berkelanjutan,
meningkatkan kesehatan masyarakat,

dan berkontribusi pada penurunan
emisi gas rumah kaca sebesar 78
persen dalam rangka mendukung

pengelolaan persampahan yang terpadu
dan berwawasan lingkungan dengan
memenuhi asas tanggung jawab, manfaat,
keadilan, kesadaran, kebencanaan,
keselamatan, keamanan, dan nilai
ekonomi selaras dengan visi 2045.

Rekomendasi

Berdasarkan penjabaran di bagian
sebelumnya, beberapa catatan penting
yang perlu menjadi perhatian seluruh
Masyarakat, Pemerintah dan DPR
dalam pengelolaan sampah mencakup:
Pertama, Mendukung program-program
peningkatan  kesadaran  masyarakat
melalui edukasi dan kampanye masif
tentang pentingnya pengelolaan sampah
dan ekonomi sirkular. Kedua, Pemerintah

bersama Komisi V, XII DPR RI beserta
Kementerian dan komisi teknis terkait
lainnya (industri, pembiayaan, dalam
negeri dan kesehatan) untuk mendorong
peningkatan alokasi anggaran dan
komitmen kebijakan pengelolaan
sampah, serta memberikan insentif bagi
industri daur ulang. Ketiga, mendorong
penguatan kolaborasi lintas sektor antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat guna
menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Keempat, memprioritaskan investasi
dalam teknologi dan infrastruktur
pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan untuk  mendukung visi
pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan menuju tahun 2045.
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